
 
 

 
 

WALIKOTA TERNATE 

PROVINSI MALUKU UTARA 
 

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR   28     TAHUN 2021 

          

 TENTANG 

 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TERNATE, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 273 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 123 

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, dan 

RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan 

RKPD dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 

Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-

2026; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kota Ternate Tahun 2021-2026.  
 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3824); 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4419); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 

 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4817); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6402); 
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1731); 

13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Ternate Tahun 2012 Nomor 99) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 
186); 

 



14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate 

Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 

2012 Nomor 100); 

15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 
tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 152). 
 

 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026;  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:  
 

1. Daerah adalah Kota Ternate.  

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Ternate. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kota Ternate, sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

6.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun.  

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 

(lima) tahun.  

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan 

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 

5 (lima) tahun.  

9.  Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

 



BAB II 

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS  

PERANGKAT DAERAH  

 

Pasal 2 

 

(1) Renstra PD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota 

Ternate Tahun 2021-2026.  

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD. 

 

 

BAB III 

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS  

PERANGKAT DAERAH  

 

Pasal 3 

 

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 
 

a. BAB I :  PENDAHULUAN 

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

d. BAB IV :  TUJUAN DAN SASARAN  

e. BAB V :  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

g. BAB VII :  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN 

h. BAB VIII :  PENUTUP 

(2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat                 

(1) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

Lampiran Peraturan Walikota ini. 

(3) Sebagai tanda pengesahan uraian dokumen Renstra PD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Walikota mendelegasikan kepada masing-masing 

Perangkat Daerah untuk menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala 

Perangkat Daerah serta menandatangani dokumen Renstra PD yang 

menjadi bagian tidak terpisahkan dan tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Walikota ini 

 



BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI  

 

Pasal 4 

 

(1) Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan proses pembangunan 

serta memastikan ketercapaian target kinerja daerah berdasarkan 

Dokumen Renstra PD, maka Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate melaksanakan 

pengendalian terhadap Renstra PD: 

(2) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, Kepala Perangkat Daerah wajib 

menyampaikan perubahan dimaksud kepada Walikota melalui Kepala 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate. 

 
 

      Ditetapkan  di  Ternate 

      pada tanggal  24  November 2021 

 

  

 

 

 

 

 

Diundangkan di Ternate 

pada tanggal  25    November 2021 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR: 463 

 

 


